BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR       61  TAHUN  2008
T E N T A N G
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
 KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,
	Menimbang :
	a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;


M E M U T U S K A N :

Menetapkan : 
PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
4. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
6. Standar Pelayanan Publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
7. Standar Operasional dan Prosedur adalah pedoman/petunjuk prosedural bagi seluruh individu yang ada di dalam unit pelayanan dalam proses pemberian pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat yang ditetapkan secara tertulis. 
8. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dijabarkan pada Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD  adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Urusan hukum adalah penyiapan produk-produk hukum dan bantuan hukum sesuai tugas dan fungsi SKPD.
16. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN dan atau APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Direktur
Pasal 2
Direktur mempunyai tugas :

a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua

Wakil Direktur
Pasal 3
Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;  

b. menyiapkan bahan kerja;

c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;

e. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik dan standar operasional dan prosedur;

f. melaksanakan percepatan pencapaian kode etik profesi medis dan kode etik rumah sakit;

g. mengkoordinasikan Bidang Pelayanan Medis, Bidang Penunjang Medis dan Bidang Pengendalian dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis bidang pelayanan;
i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada direktur mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai bidang tugasnya; dan

l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;  

b. menyiapkan bahan kerja;

c. melaksanakan pengembangan manajemen sumber daya manusia;

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. mengkoordinasikan Bagian Pengembangan, Bagian Keuangan dan Bagian Umum dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang administrasi dan keuangan;
g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada direktur mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai bidang tugasnya; dan

j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Bagian

Pasal 5
Bagian Pengembangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;  

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mendistribusikan tugas dan sumber daya kepada Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian, Sub Bagian Hukum, Pemasaran dan Kemitraan dan unit kerja terkait;
d. mengkoordinasikan Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian, Sub Bagian Hukum, Pemasaran dan Kemitraan;
e. mengawasi, mengendalikan, dan membina pelaksanaan tugas-tugas di Bagian Pengembangan;
f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

i. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 6
Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;  

b. menyiapkan bahan kerja;

c. menyelenggarakan dan memfasilitasi penelitian-penelitian di bidang klinik maupun non klinik dalam rangka mengembangkan standar mutu pelayanan rumah sakit;

d. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi penyusunan, perumusan dan pengembangan standar-standar atau prosedur-prosedur pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit yang berlaku secara nasional maupun internasional;

e. melaksanakan pendidikan untuk karyawan rumah sakit (Intern) dan pendidikan dari luar rumah sakit (eksteren) dan penelitian;

f. melaksanakan kepustakaan rumah sakit;

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya; dan

j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 7
Sub Bagian Hukum, Pemasaran dan Kemitraan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan;  

b. menyiapkan bahan kerja;

c. melaksanakan penyusunan naskah-naskah perjanjian kerjasama dan urusan hukum;
d. mengadakan kerjasama dengan rumah sakit lainnya, instansi, perusahaan, penyelenggara asuransi kesehatan, lembaga lainnya dan atau perorangan dalam rangka memasarkan dan memajukan pelayanan rumah sakit;

e. melakukan pemasaran sosial (social marketing) mengenai RSD kepada masyarakat secara proaktif dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit;

f. melayani dan membantu menyelesaikan keluhan-keluhan atau masalah-masalah yang dihadapi pasien/keluarga/pengunjung rumah sakit dan masyarakat;

g. melayani tuntutan hukum dan atau mencari bantuan hukum terhadap tuntutan hukum terhadap proses pelayanan rumah sakit;

h. memberikan informasi, petunjuk dan penyuluhan kepada pasien, keluarga pasien, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan rumah sakit, secara lisan atau tertulis, melalui wawancara, diskusi, brosur, leaflet, berita media massa, film, tape recorder, papan pengumuman, pameran dan media informasi lainnya tentang hal-hal yang menyangkut visi, misi, jenis pelayanan, hak dan kewajiban pasien, informasi kesehatan, manajemen dan prosedur pelayanan di rumah sakit serta informasi lainnya yang bermanfaat untuk membina hubungan kemitraan dengan seluruh stakeholders;

i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Bagian mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya; dan

l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 8
Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Bagian;  

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data keuangan sebagai bahan informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen;

d. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah;

e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada wakil direktur administrasi dan keuangan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

f. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wakil direktur administrasi dan keuangan sesuai bidang tugasnya; dan

h. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 9
Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan;  

b. menyiapkan bahan kerja;

c. menyusun rencana anggaran pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah;

d. menyusun rencana anggaran belanja maupun pembiayaan sesuai dengan kebijakan rencana strategis dan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
e. melaksanakan penataausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. menerima dan membukukan pendapatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah dan melaksanakan penyetoran pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Bagian mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya; dan

l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 10
Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;  

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data keuangan sebagai bahan informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen;

d. mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis data-data keuangan sehingga menjadi informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen;

e. mengkoordinasikan penyusunan DPA-SKPD;

f. melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah sesuai   peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; 
i. melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan;

j. mengkoordinasikan penyusunan laporan triwulan dan akhir tahun pelaksanaan dana tugas pembantuan;

k. melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset; 
l. mengusulkan penghapusan barang milik daerah;
m. melakukan kegiatan verifikasi sumber-sumber pendapatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah sebelum ditetapkan menjadi pendapatan rumah sakit, berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

n. melakukan fungsi akuntansi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

o. melakukan penagihan pembayaran pengobatan/perawatan pasien dengan jaminan kepada Pihak Penjamin/Pihak ketiga berdasarkan  perjanjian kerjasama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

p. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Bagian mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

q. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya; dan

s. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 11
Bagian Umum mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Bagian;  

b. menyiapkan bahan kerja;
c. mengkoordinasikan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program agar dapat menjalankan tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. mengawasi, mengendalikan, dan membina pelaksanaan tugas-tugas di Bagian Umum, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada wakil direktur administrasi dan keuangan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wakil direktur administrasi dan keuangan sesuai bidang tugasnya; dan

i. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 12
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan;  

b. menyiapkan bahan kerja;

c. menyelenggarakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;

d. menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan dinas;
e. memelihara kendaraan dinas;
f. melaksanakan administrasi kepegawaian, menyusun dan memelihara data-data kepegawaian, daftar urut kepangkatan, formasi dan bezeting pegawai, buku induk pegawai, buku penjagaan dan laporan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. mempersiapkan pegawai untuk mengikuti latihan kerja, kursus-kursus, tugas belajar, ujian dinas dan lain lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu, pengetahuan dan ketrampilan serta pengembangan karier pegawai;

h. mempersiapkan usul-usul pemberian hukuman jabatan, bebas tugas, mutasi dan lain lain yang berhubungan dengan demosi pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. mempersiapkan usul-usul pemberian gaji, intensif, pesangon, cuti, pensiun, pemeriksaan kesehatan, jaminan kesehatan/keselamatan kerja dan lain lain yang berhubungan dengan hak pegawai;

j. melaksanakan administrasi penyimpanan/iventory, iventarisasi, pendistribusian, dan penghapusan barang;

k. mengkoordinasikan petugas keamanan serta unit-unit terkait lainnya dalam menjaga keamanan rumah sakit;

l. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Bagian mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

m. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya; dan

o. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 13
Sub Bagian Program mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;  

b. menyiapkan bahan kerja;

c. merencanakan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan Rumah Sakit jangka panjang, menengah, tahunan, dan bulanan, sesuai dengan renstra dan renja Rumah Sakit Umum Daerah;
d. menyusun standar operating prosedur (SOP) dengan mengkoordinasikan unit-unit yang terkait;
e. menyusun rencana pencapaian standar pelayanan minimal;
f. menyusun rencana pencapaian standar pelayanan publik;
g. menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD;

h. menyusun master plan dan rencana pengembagan rumah sakit;

i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Bagian mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya; dan

l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
 Bidang-bidang
Pasal 14
Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengkoordinasikan Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Kamar Operasi dan Rawat Darurat, Seksi Rawat Inap dan Rawat Intensif  dan unit kerja terkait agar dapat menjalankan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;

d. mengawasi, mengendalikan, dan membina pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah, agar sesuai dengan standar operasional dan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada wakil direktur pelayanan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

f. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wakil direktur pelayanan sesuai bidang tugasnya; dan

h. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 15
Seksi Rawat Jalan, Kamar Operasi dan Rawat Darurat mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Rawat Jalan, Kamar Operasi, Kamar Bersalin, hemodialisa, tread mill, Rehabilitasi Medik, Elektromedik dan Rawat Darurat serta Instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pelayanan medis, pelayanan asuhan keperawatan, dan pelayanan lainnya dari berbagai disiplin ilmu kepada pasien-pasien yang memerlukan pelayanan poliklinik, gawat darurat, general check up dan pelayanan ambulatoar lainnya, sesuai dengan standar/prosedur pelayanan prima dan kode etik profesi serta kode etik rumah sakit; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Kamar Bersalin, hemodialisa, tread mill, Rehabilitasi Medik, Elektromedik serta Instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pelayanan medis, asuhan keperawatan, dan pelayanan lainnya kepada pasien yang memerlukan pelayanan pembedahan, pembiusan, pelayanan pertolongan persalinan, pelayanan terhadap gangguan alat reproduksi wanita, cuci darah dan pelayanan intervensi lainnya yang sesuai dengan standar operasional dam prosedur, kode etik profesi serta kode etik rumah sakit;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Rawat Jalan, Kamar Operasi, Kamar Bersalin, hemodialisa, tread mill, Rehabilitasi Medik, Elektromedik dan Rawat Darurat serta Instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pencatatan rekam medis dan catatan lainnya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Rawat Jalan, Kamar Operasi, Kamar Bersalin, hemodialisa, tread mill, Rehabilitasi Medik, Elektromedik dan Rawat Darurat serta Instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pemberian informasi / penjelasan dan persetujuan (informed consent) yang benar kepada pasien/wali/keluarga atas tindakan medik atau terapi yang akan diberikan kepada pasien yang bersangkutan;
g. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan ambulance bagi pasien yang memerlukan rujukan, kunjungan rumah (home care), evakuasi, dan pelayanan gawat darurat lainnya sesuai dengan prosedur kerja dan standar pelayanan prima serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Rawat Jalan, Kamar Operasi, Kamar Bersalin,  hemodialisa, tread mill, Rehabilitasi Medik, Elektromedik dan Rawat Darurat serta Instalasi terkait lainnya agar fasilitas yang dibutuhkan siap pakai;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Rawat Jalan, Kamar Operasi, hemodialisa, tread mill, Rehabilitasi Medik, Elektromedik  dan Rawat Darurat serta Instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan di Instalasi Rawat jalan, Kamar Operasi, Kamar Bersalin, hemodialisa, treat meal, Rehabilitasi Medik, Elektromedik dan Rawat darurat; 

j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Kamar Bersalin, Rehabilitasi Medik serta Instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan di Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Kamar Bersalin, Rehabilitasi Medik serta Instalasi terkait lain yang melaksanakan tindakan medik;

k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Kamar Bersalin, Rehabilitasi Medik serta Instalasi terkait lainnya agar fasilitas yang dibutuhkan siap pakai;

l. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

m. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; dan

o. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Seksi Rawat Inap dan Rawat Intensif mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Rawat Inap, Rawat Intensif, Rawat Jenazah serta Instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pelayanan medis, asuhan keperawatan, dan pelayanan lainnya dari berbagai disiplin ilmu kepada pasien-pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap, rawat intensif dan pelayanan observasi lainnya sesuai dengan standar operasional dan prosedur, kode etik profesi serta kode etik rumah sakit;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Rawat Inap, Rawat Intensif serta Instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pencatatan rekam medis dan catatan lainnya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Rawat Inap, Rawat Intensif serta Instalasi terkait lainnya untuk memberikan informasi/penjelasan dan meminta persetujuan (informed consent) kepada pasien yang bersangkutan;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Intensif, Rawat jenazah serta Instalasi terkait lainnya agar fasilitas yang dibutuhkan siap pakai;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Intensif, Rawat jenazah serta Instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pengembangan mutu pelayanan;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Rawat Inap, Rawat Intensif, serta Instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. membuat usulan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan renstra dan renja rumah sakit umum daerah;

j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; dan

m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 17
Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang;

b. menyiapkan bahan kerja;
c. mendistribusikan tugas dan sumber daya kepada Seksi Penunjang Diagnostik dan Logistik, Seksi Sarana dan Prasarana dan unit kerja terkait, agar tugas tugas terbagi habis dan dapat berjalan dengan lancar;

d. mengkoordinasikan Seksi Penunjang Diagnostik dan Logistik, Seksi Sarana dan Prasarana dan unit kerja agar dapat menjalankan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;

e. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. mengawasi, mengendalikan, dan membina pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Penunjang Medis Rumah Sakit Umum Daerah, agar sesuai dengan standar operasional dan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada wakil direktur pelayanan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wakil direktur pelayanan sesuai bidang tugasnya; dan

k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 18
Seksi Penunjang Diagnostik dan Logistik mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;
c. melaksanakan pengadaan barang dan perlengkapan rumah sakit ;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Farmasi untuk melaksanakan perencanaan, pemesanan, penyimpanan, pendistribusian obat-obatan, alat kesehatan, bahan habis pakai dan barang-barang farmasi lainnya, sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Farmasi untuk melaksanakan pelayanan dan penjualan obat-obatan, alat kesehatan, bahan habis pakai dan barang-barang farmasi lainnya kepada masyarakat berdasarkan resep dokter atau permintaan lainnya yang syah, sesuai dengan kode etik profesi dan kode etik rumah sakit serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Farmasi untuk memberikan informasi/penjelasan kepada pasien/wali/keluarga mengenai aturan penggunaan obat, adanya kemungkinan timbulnya efek samping obat yang akan diberikan kepada pasien bersangkutan serta cara penanggulangannya;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Gizi untuk melaksanakan perencanaan, pemesanan, pengolahan, dan penyajian makanan kepada pasien, petugas, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya sesuai dengan prosedur/ standar pelayanan gizi dan sesuai dengan strategi rumah sakit serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Gizi untuk memberikan penyuluhan dan konsultasi gizi bagi pasien dan pihak yang berkepentingan lainnya;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Farmasi dan Instalasi Gizi serta Instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan;

j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Farmasi  dan Instalasi Gizi serta Instalasi terkait lainnya untuk membuat pencatatan dan pembukuan terhadap penerimaan dan penggunaan obat-obatan, alat kesehatan, bahan habis pakai, barang-barang farmasi lainnya, barang-barang gizi dan lain-lain sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Farmasi  dan Instalasi Gizi serta Instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan formularium/standar terapi rumah sakit dan prosedur pelayanan kefarmasian lainnya secara keseluruhan;

l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium Patologi Klinik, serta Instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pelayanan penunjang diagnostik dan pelayanan lainnya sesuai dengan standar pelayanan prima serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium Patologi Klinik serta Instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pencatatan rekam medis dan catatan lainnya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Radiologi, Instalasi Patologi serta Instalasi terkait lainnya untuk memberikan informasi/penjelasan dan persetujuan (informed consent) yang benar kepada pasien/wali/keluarga atas tindakan medik atau terapi yang akan diberikan kepada pasien yang bersangkutan; 

o. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium Patologi Klinik serta Instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan di Instalasi Rawat Jalan dan Rawat darurat;

p. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

q. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; dan

s. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 19
Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) untuk menyelenggarakan pembangunan, pemeriksaan, peneraan,  pemeliharaan, perbaikan secara terus menerus terhadap kondisi fisik sarana dan prasarana rumah sakit, listrik, telepon, air, alat medis kebersihan dan keindahan rumah sakit dan lain lain yang berhubungan dengan kesehatan; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) untuk melakukan pengelolaan limbah cair sesuai standar agar tidak terjadi pencemaran demi kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. mengkoordinasikan pengemudi untuk menyelenggaranan kendaraan dinas maupun ambulance rumah sakit;

f. menyelenggarakan laundry (pencucian, setrika), distribusi, perbaikan dan pembuatan linen rumah sakit;

g. menyelenggarakan kebersihan dan keindahan rumah sakit;

h. mengkoordinasikan fasilitas-fasilitas umum yang  dibutuhkan rumah sakit (mushola, Kamar mandi umum, kantin, parkir, penjual/PKL);

i. menyelenggarakan penyediaan bahan dan alat kebutuhan kantor;

j. menyelenggarakan pemeriksaan, peneraan, pemeliharaan, dan perbaikan secara terus menerus terhadap kondisi peralatan medis rumah sakit dan kegiatan pemeliharaan lainnya untuk menjamin keamanan pemakaian alat-alat medis, akurasi hasil pemeriksaan dan meningkatnya mutu pelayanan medis;

k. menyelenggarakan pemeriksaan, peneraan, pemeliharaan, dan perbaikan secara terus menerus terhadap kondisi peralatan non medis rumah sakit dan pemeliharaan lainnya untuk menunjang kelancaran pelayanan di rumah sakit; 

l. melaksanakan penelitian dan pengembangan mutu di Seksi Sarana dan Prasarana;

m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; dan

p. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 20

Bidang Pengendalian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang;

b. menyiapkan bahan kerja;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Mutu dan Audit Klinis, Seksi Rekam Medis dan SIM-RS dan unit kerja terkait agar dapat menjalankan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;

d. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada wakil direktur pelayanan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

e. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wakil direktur pelayanan sesuai bidang tugasnya; dan

g. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 21

Seksi Mutu dan Audit Klinis mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;
c. menyelenggarakan dan atau memfasilitasi penyusunan, perumusan dan pengembangan standar-standar atau prosedur-prosedur pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit yang berlaku secara nasional maupun internasional;

d. pengembangan dan menjaga mutu bedasarkan dengan kebutuhan, keinginan, harapan dan kepuasan pasien, keluarga pasien dan masyarakat pengguna fasilitas rumah sakit lainnya termasuk kepuasan kerja karyawan rumah sakit;

e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

f. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; dan

h. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 22
Seksi Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;
c. memasukkan data, mengumpulkan data, menganalis dan menyajikan data kegiatan klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah untuk bahan informasi bagi pengambilan keputusan manajerial;

d. mengelola rekam medis pasien yang meliputi pencatatan, penomoran, pengisian, penyimpanan, pengambilan kembali dan pendistribusian rekam medis berdasarkan kode etik, prosedur/standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. merancang, melaksanakan dan mengoperasikan sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah melalui teknologi informatika yang akurat dan valid;

f. mengumpulkan data, menganalisis dan menyajikan informasi yang tercantum dalam rekam medis dengan tetap menjamin kerahasiaan/konfidentialitas pasien, agar dapat dijadikan informasi untuk pelaksanaan audit klinik dan informasi untuk pengambilan keputusan, sesuai dengan kode etik dan prosedur/standar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. melaksanakan pelayanan visum et repertum, resume medis, keterangan diagnose dan rujukan balik;

h. melaksanakan penelitian dan pengembangan mutu rekam medis dan sistem informasi manajemen rumah sakit;
i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; dan

l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;
b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;
c. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit  sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya; dan
e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB III
FUNGSI

Pasal 24
Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai  fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan rumah sakit;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan rumah sakit;
c. pembinaan dan pengendalian pelayanan rumah sakit; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 25
Setiap pimpinan  satuan organisasi dan kelompok tenaga fungional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 26
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  apabila terjadi penyimpangan.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
Pasal 27
(1) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
Pasal  28
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

(3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 29
Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Direktur.
BAB V
Pasal 30
Rincian kegiatan masing-masing personil diatur lebih lanjut oleh Direktur.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

.
Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 15 Desember 2008
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor


Tanggal
15 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
                GENDUT SUDARTO
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